
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA U?ARA

PERATURAN GUBERNUR SUMffTERA UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2O2A

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKEI.ANJUTAN/ SUSTAINTABTE DEWLOPMENT

GAALS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AW-2O23

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan presiden

Republik Indonesia Nomor sg rahun zolz tentang
Peiaksanaan Pe ncapaian Tuj uan pemban gunan Berkelanj utan
yang menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD

TPB adalah Dokumen rencana kerja s (lima) tahunan di
tingkat Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang

secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian

TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (21 peraturan presiden

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2Afi tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
yang menyatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kuaiitas
lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan

kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
c. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan di tingkat
Provinsi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan I Sustainable Deuelopment Goals

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah otonom Propinsi Atjeh dan Pei-ubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i 1O3);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2aL4

Nomor 2441 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2AA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Al7 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 86

Tahun 2OL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Penbangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Taht*n

AALT Nomor 1312);
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7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2oos tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerarr (RpJpD) provinsi
Sumatera Utara ?ahun 2AAS_ZAZS;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2alr tentang Rencana
Tata Ruang wilayah provinsi sumatera utara Tahun zotr_
2437 {kmbaran Daerah provinsi sumatera utara Tahun zoLT
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah provinsi sumatera
Utara Nomor 33);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2oLg tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah {RPJMD) provinsi sumatera
Utara Tahun ZAIS-ZA2J;

1o. Peratr:ran Gubern,r Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan
organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah provinsi
sumatera utara {Berita Daerah provinsi sumatera utara
Tahun 2a16 Nomor 4o) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Guberm.lr Nornor z rahun 2al9 tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun zat6
tentang susunan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat
Daerah Provinsi sumatera utara fBerita Daerah Frovinsi
Sumatera Utara ?ahun 2Afi Nornor 1S);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA TUJUAN

PEMBANGLINAN BERKET^ANJTIIAN / $]SMINABLE DEWINPMENT C,OALS

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 20 L9-2A23

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daeratr adaiah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-iuasnya dalam sistem dan prinsip
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Negara Kesatuan Repubrik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194S.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi

Sumatera Utara.

6. Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat pD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

7. organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehenCak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan pancasiia.

8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahrran, teknologi dan seni melalui pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan

sumber daya secara sukareia kepada sesama dan

bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan

serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
1O. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau

badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Ststainable

Deuelopment Goals yang selanjutnya disingkat

TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan

sasaran globai tahun 2A16 sampai tahun 2030.
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12. Pencapaian TPB/ SDGs adalah upaya Pemerintah Daerah

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi

pembangunan sosial, pembangunan ekonomi'

pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum

dan tata kelola.

13. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (RAD TPB)/ Sustainable Deuelopment Goals

isDGslProvinsiSumateraUtaraadalahdokumen
rencanaaksiyangmenjadilandasanbagipelaksana
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan di R'ov{nsi Surnatera Utara'

BAB II

RENCANAAKASIDAERAHTUJUANPEiVIBANGUNAN

BERKELANJUTAN/ SDGS

Pasal 2

(i) RAD TPBISDGs Provinsi sumatera Utara dimaksudkan

untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman

bagi seluruh Aktor Pembangunan daiam mewujudkan

pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan

berkeianjutan di Provinsi Sumatera Utara.

(2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantrofi,

Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan

lainnya.

(3i TPB/SDGs berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi:

i. Tanpa Kemiskinan;

2. Tanpa Kelaparan;

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

4. Pendidikan Berk"ualitas;

5. Kesetaraan Gender;

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;

7. Energi Bersih dan Terjangkau;

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

1 O. Berkurangnya Kesenjangan;
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11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;

13. Penanganan Perubahan lklim;

14. Ekosistem Lautan;

15. Ekosistem Daratan;

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang

Tangguh;

17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan'

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RADTPB/SDGsProvinsiSumateraUtaradituangkan
cialam bentuk dokumen yang disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN

PELAKSANAAN SDGS

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN

PENCAPAIAN TPB/SDGS

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

PENUTUP

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

(2\ Dokumen RAD TPBISDGs Provinsi Sumatera Utara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daiam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang didelegasikan kepada

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Utara

(2) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD

TPBISDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB V

PENUTUP

pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap

pengundangan

penempatannya

Utara.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah provinsi Sumatera

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Mei 2O2A

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI
Diundangkan di Medan
padatanggal 4Juni2O2O

SEKRETARIS DAERAH PROViNSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2A NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIh.KEPALA BIRO HUKUM,

Pembina TK I (IV/b)
NIP 1969042L 199003 2 003

APRILL.4.'H: SIREGAR


